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Abstract

This study aims to analyze the perspective of Figih Jinayah (Islamic Criminal Law) regarding
fraudulent schemes involving the creation of Digital Population Identities (IKD) that falsely claim to
represent the Population and Civil Registration Agency (Dukcapil). Advances in information
technology have given rise to various forms of cybercrime, including fraud that exploits the public's
limited understanding of official IKD registration procedures. This research examines the perpetrators'
*modus operandi* and evaluates these actions through the lens of Figih Jinayah. An empirical juridical
approach — specifically field research — was employed to conduct an in-depth, direct study, followed by
qualitative analysis. The findings indicate that perpetrators commit fraud by disseminating false
information, misappropriating Dukcapil identities, distributing malicious links or applications, and
soliciting victims' personal data under the guise of the IKD activation process. Such actions can result
in financial loss and the misuse of victims' personal data. From the perspective of Figih Jinayah, these
acts constitute jarimah ta'zir (discretionary crimes) because, while not specifically requlated in the
Quran or Hadith, they involve elements of fraud (tadlis) and harm (dharar). Consequently, the
determination of sanctions rests with the ulil amri (authority) or the judge, taking into account the
severity of the offense, the resulting consequences, and the public interest.

Keywords: Dukcapil, Figih Jinayah, Jarimah Ta'zir, IKD Fraud.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Figih Jinayah terhadap modus penipuan dalam
pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil). Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai bentuk
kejahatan siber, termasuk penipuan yang memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat
mengenai prosedur resmi pembuatan IKD. Penelitian ini mengkaji bentuk modus operandi yang
dilakukan pelaku serta tinjauan Fiqih Jinayah terhadap perbuatan tersebut. Metode yang digunakan
adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan (field Research), yaitu suatu penelitian yang
bertujuan untuk melakukan study yang mendalam dan secara langsung, kemudian dianalisis secara
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku melakukan penipuan melalui penyebaran
informasi palsu, penyalahgunaan identitas Dukcapil, pengiriman tautan atau aplikasi palsu, serta
permintaan data pribadi korban dengan mengatasnamakan proses aktivasi IKD.Tindakan tersebut
dapat menimbulkan kerugian dan penyalahgunaan data pribadi korban. Dalam perspektif Figih
Jinayah, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir karena tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an
maupun hadis, tetapi mengandung unsur penipuan (tadlis) dan kerugian (dharar). Oleh karena itu,
penentuan sanksi terhadap pelaku berada dalam kewenangan ulil amri atau hakim dengan
mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Dukcapil, Figih Jinayah, Jarimah Tak’zir, Penipuan IKD,
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Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah memberikan dampak
yang signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat serta perkembangan sistem
hukum. Keberadaan teknologi yang semakin canggih menjadi salah satu faktor penting
dalam mendorong pertumbuhan negara maju maupun berkembang. Indonesia termasuk
negara yang mengalami perkembangan teknologi secara pesat di berbagai bidang, seperti
sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Namun, kemajuan tersebut juga membuka
peluang munculnya berbagai tindak kejahatan yang memanfaatkan komputer dan jaringan
internet. Kejahatan siber mencakup berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan
melalui media daring dan umumnya memanfaatkan kelemahan sistem keamanan teknologi
informasi (Husamuddin, 2024).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah pola
pelayanan publik yang sebelumnya dipahami hanya sebagai kegiatan administratif menjadi
berbasis digital guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat
(Prahara dan Surya, 2022). Salah satu bentuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia
adalah implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan
untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. IKD
merupakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dalam bentuk digital yang dapat
diakses melalui perangkat elektronik (Aprilio Reynaldi, 2024).

Di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan ancaman berupa penipuan daring
yang mengatasnamakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Modus yang digunakan biasanya berupa panggilan telepon atau pesan yang menawarkan
layanan aktivasi IKD secara online dan meminta masyarakat menyerahkan data pribadi,
seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga. Tidak sedikit
masyarakat yang mempercayai informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih
dahulu. Akibatnya, korban mengalami pencurian data pribadi, menjadi sasaran kejahatan
siber, bahkan kehilangan dana dalam rekening mobile banking karena pelaku berhasil
mengakses atau mengendalikan perangkat telepon seluler korban (Putri Puspita Ningrum,
2025).

Berbagai modus pemalsuan data pribadi dengan mengatasnamakan Dukcapil Kota
Palembang menunjukkan adanya penyalahgunaan identitas instansi pemerintah.
Berdasarkan keterangan pihak Dukcapil Kota Palembang, instansi tersebut tidak pernah
menggunakan data masyarakat untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebocoran data dan lemahnya keamanan digital masih
menjadi persoalan serius yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban. Tindak
penipuan dalam proses pembuatan IKD tidak hanya memanfaatkan celah teknologi, tetapi
juga mengeksploitasi rendahnya literasi digital dan kondisi psikologis masyarakat (Meliza
Megia Sari, 2023). Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan tidak hanya melalui
penguatan sistem keamanan dan infrastruktur teknologi informasi, tetapi juga melalui
edukasi berkelanjutan mengenai literasi digital dan pemahaman hukum agar masyarakat
lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan berbasis digital.

Dalam perspektif figih Islam, penipuan merupakan perbuatan yang dilarang karena
bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak orang
lain. Islam memandang hubungan sosial sebagai amanah yang harus dijalankan dengan
itikad baik dan saling percaya. Oleh sebab itu, segala bentuk kebohongan, tipu daya, dan
perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk penipuan berbasis digital dalam pembuatan
IKD, merupakan perbuatan tercela dan berdosa yang tidak dibenarkan menurut ajaran Islam.
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Penelitian mengenai penipuan berbasis digital pada dasarnya telah banyak dilakukan,
terutama yang membahas modus penipuan daring, pencurian data pribadi, serta
penyalahgunaan identitas dalam layanan digital. Penelitian terdahulu juga telah mengkaji
penipuan dalam perspektif hukum positif maupun aspek keamanan teknologi informasi.
Namun, kajian yang secara khusus menganalisis modus penipuan dalam pembuatan atau
aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dukcapil dari
perspektif figih jinayah masih terbatas. Terlebih lagi, penelitian yang mengkaji fenomena
tersebut berdasarkan kondisi empiris pada pelayanan administrasi kependudukan di Kota
Palembang belum banyak ditemukan.

Perspektif figih jinayah diperlukan karena perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan
dengan pelanggaran hukum positif, tetapi juga menyangkut unsur penipuan, tipu daya,
pengambilan atau penyalahgunaan hak orang lain, serta kerugian yang ditimbulkan terhadap
korban. Melalui pendekatan figih jinayah, perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan
unsur-unsur tindak pidana dalam hukum Islam serta bentuk pertanggungjawaban pidana
yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Pendekatan ini menjadi penting untuk
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penipuan digital yang
memanfaatkan identitas lembaga pemerintah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terhadap modus penipuan pembuatan
IKD yang mengatasnamakan Dukcapil dengan menggunakan pendekatan figih jinayah dan
didasarkan pada temuan empiris di Kota Palembang. Penelitian ini tidak hanya
mengidentifikasi bentuk dan modus penipuan yang terjadi, tetapi juga menganalisis apakah
perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan dalam perspektif figih jinayah.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan kajian hukum Islam terhadap kejahatan berbasis teknologi sekaligus menjadi
bahan edukasi bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan layanan
administrasi kependudukan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan
utama, yaitu: (1) bagaimana modus penipuan dalam pembuatan Identitas Kependudukan
Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dukcapil di Kota Palembang? dan (2) bagaimana
analisis figih jinayah terhadap unsur tindak pidana penipuan dalam modus pembuatan
Identitas Kependudukan Digital (IKD) tersebut?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis
empiris, yaitu penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk melakukan studi
secara mendalam dan langsung terhadap objek penelitian sehingga dapat memberikan
gambaran mengenai permasalahan yang diteliti (Juliansyah Noor, 2017). Penelitian ini
dilaksanakan di Dukcapil Kota Palembang yang beralamat di J1. Demang Lebar Daun, Lorok
Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sumber data dalam penelitian ini
terdiri atas data primer dan data skunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung
dengan informan dari Dukcapil Kota Palembang, khususnya Kasubbag Umum dan
Kepegawaian, serta melalui dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian. Selain data primer, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan
hukum dan literatur yang relevan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan,
menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum primer. Sumber tersebut meliputi buku-buku
hukum, tulisan atau artikel ilmiah, pendapat para ahli hukum (doktrin), serta hasil penelitian
hukum yang relevan (Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, 2022). Data yang diperoleh melalui
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wawancara, dokumentasi, dan bahan hukum yang relevan selanjutnya dianalisis secara
kualitatif untuk mendukung pembahasan terhadap permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan
Modus Penipuan dalam Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang
Mengatasnamakan Dukcapil

Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan
Digital (IKD) bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik secara
cepat, efisien, dan terintegrasi. Namun, perkembangan tersebut juga dimanfaatkan oleh
oknum tertentu wuntuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022) .
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa modus yang sering digunakan pelaku.
Pertama, phishing, yaitu mengirimkan tautan palsu melalui WhatsApp, SMS, email, atau
media sosial yang menyerupai situs resmi Dukcapil. Korban kemudian diminta mengisi data
pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), hingga
kode OTP yang selanjutnya disalahgunakan oleh pelaku. Selanjutnya social engineering,
yaitu pelaku berpura-pura menjadi petugas Dukcapil dan menghubungi korban melalui
telepon atau pesan instan dengan alasan membantu aktivasi IKD (Disdukcapil Sukoharjo,
2025). Pelaku menggunakan bahasa formal, atribut instansi, serta memberikan informasi
seolah-olah aktivasi harus segera dilakukan agar data kependudukan tetap aktif. Padahal,
Dukcapil tidak pernah melakukan aktivasi IKD melalui telepon maupun pesan pribadi,
pelaku juga membuat akun media sosial, situs web, atau layanan pelanggan palsu yang
menyerupai akun resmi Dukcapil untuk memperoleh kepercayaan Masyarakat (Afifah
Shafitri 2024).

Modus ini umumnya menyasar masyarakat yang memiliki literasi digital rendah
sehingga sulit membedakan antara layanan resmi dan layanan palsu. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Bapak Yandhi Eka Saputra selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dukcapil Kota Palembang, penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD mulai marak
terjadi sejak awal tahun 2024 dan masih berlangsung hingga penelitian dilakukan.
Masyarakat yang mengalami atau menemukan penipuan tersebut kemudian melaporkannya
kepada pihak Dukcapil (Yandhi Eka Saputra, 2026). Dalam menghadapi kondisi tersebut,
Dukcapil Kota Palembang memberikan klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai
prosedur aktivasi IKD yang benar. Sementara itu, apabila masyarakat mengalami kerugian
atau menjadi korban tindak pidana, pelaporan pidana dilakukan kepada aparat penegak
hukum (Mariwan Ahmed Hama Saeed, 2020).

Perkembangan penggunaan IKD di Kota Palembang juga terlihat dari peningkatan
jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi. Berdasarkan keterangan Plt. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada 29 Desember 2025, jumlah
aktivasi IKD yang sebelumnya berkisar antara 100 hingga 200 orang per hari meningkat
hingga sekitar 1.000 orang per hari (Nadiya, 2025). Peningkatan tersebut terjadi setelah
aktivasi IKD menjadi salah satu syarat pendaftaran program digitalisasi perlindungan sosial
(Perlinsos) dari Kementerian Sosial. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah masyarakat
yang melakukan aktivasi, Disdukcapil Kota Palembang memperluas pelayanan melalui
sembilan Unit Pelayanan Teknis (UPT) kecamatan, Mall Pelayanan Publik (MPP) Jakabaring,
serta pelayanan jemput bola.

Perkembangan tersebut berlanjut pada tahun 2026. Pada Agustus 2026, Pemerintah
Kota Palembang menyatakan bahwa Kota Palembang menjadi salah satu daerah yang masuk
dalam pilot project Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan IKD (Irawan, 2026).
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Pemanfaatan tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung verifikasi data kependudukan
dalam program perlindungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan IKD di Kota
Palembang terus dikembangkan dan semakin terintegrasi dengan pelayanan publik.
Meningkatnya pemanfaatan IKD tersebut juga perlu diikuti dengan peningkatan
kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan yang mengatasnamakan Dukcapil.
Berdasarkan keterangan Disdukcapil Kota Palembang, masyarakat diimbau untuk tidak
mempercayai pihak yang menawarkan aktivasi IKD melalui telepon, pesan singkat, atau
tautan tertentu karena aktivasi dilakukan secara langsung melalui petugas resmi dan tidak
dipungut biaya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa modus penipuan IKD
tidak hanya memanfaatkan perkembangan teknologi, tetapi juga mengeksploitasi rendahnya
literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu,
pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penguatan sistem keamanan teknologi, tetapi
juga harus disertai peningkatan literasi digital, edukasi mengenai prosedur resmi layanan
Dukcapil, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat agar tidak mudah menjadi korban
penipuan berbasis digital.

Modus Penipuan IKD yang mengatasnamakan Dukcapil dilakukan melalui pola
operasional yang sistematis. Pelaku terlebih dahulu mengumpulkan data calon korban, baik
dari media sosial maupun hasil kebocoran data pribadi. Selanjutnya, pelaku menghubungi
korban melalui WhatsApp, SMS, telepon, atau email dengan mengaku sebagai petugas
Dukcapil. Untuk meyakinkan korban, pelaku menggunakan teknik social engineering dengan
menciptakan rasa panik, seperti menyampaikan bahwa data kependudukan akan diblokir
apabila korban tidak segera melakukan aktivasi IKD. Tahap berikutnya, pelaku meminta
korban memberikan data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu
Keluarga (KK), foto KTP, kode OTP, atau mengarahkan korban mengakses tautan maupun
aplikasi palsu yang menyerupai layanan resmi Dukcapil. Melalui cara tersebut, pelaku
memperoleh data pribadi korban yang kemudian digunakan untuk pencurian identitas,
penyalahgunaan akun, penipuan keuangan, maupun tindakan kriminal lainnya (Badan
pemeriksaan keuangan Republik Indonesia, 2025).

Secara hukum, perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan tindak pidana penipuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,
2023). Penerapan ketentuan tersebut perlu dilihat berdasarkan perbuatan yang dilakukan
oleh pelaku, khususnya adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat,
ataupun rangkaian kebohongan sehingga korban menyerahkan sesuatu atau membuat suatu
perikatan. Dengan demikian, tidak setiap komunikasi palsu mengenai aktivasi IKD secara
otomatis merupakan tindak pidana penipuan, tetapi perlu dilihat pemenuhan unsur-unsur
tindak pidana berdasarkan perbuatan pelaku.

Selain ketentuan mengenai penipuan, modus yang dilakukan melalui media
elektronik juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE
mengatur mengenai perbuatan menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024, 2024). Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut terhadap
penipuan IKD harus terlebih dahulu melihat bentuk informasi yang disampaikan, cara
penyebarannya, konteks transaksi elektronik, serta adanya kerugian material bagi konsumen.
Dengan demikian, penggunaan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) tidak dapat hanya
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didasarkan pada adanya informasi palsu yang disampaikan melalui media elektronik, tetapi
harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut.

Apabila pelaku memperoleh, menggunakan, mengungkapkan, atau memalsukan data
pribadi korban secara melawan hukum, perbuatannya juga dapat dikaitkan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
(UU PDP). Berdasarkan hal tersebut, UU PDP mengatur sejumlah larangan mengenai
memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, atau memalsukan data
pribadi secara melawan hukum, sedangkan ancaman pidananya diatur dalam ketentuan
pidana yang sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, penggunaan
data pribadi korban dalam modus penipuan IKD tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana
penipuan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan
pelindungan data pribadi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan
Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk
Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, penyelenggaraan IKD
mencakup fungsi pembuktian, autentikasi, dan otorisasi identitas. Pasal 15 ayat (2) dan ayat
(3) mengatur bahwa pembuktian dan autentikasi identitas dilakukan melalui verifikasi data
identitas, biometrik, kode verifikasi, dan QR code (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
72 Tahun 2022, 2022). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan IKD dilakukan
melalui mekanisme verifikasi dan autentikasi dalam sistem resmi. Oleh karena itu, pihak
yang menawarkan aktivasi IKD melalui telepon, pesan pribadi, media sosial, atau meminta
data pribadi di luar mekanisme resmi perlu diwaspadai sebagai modus penipuan. Hasil
wawancara dengan pihak Dukcapil Kota Palembang menunjukkan bahwa masyarakat terus
diimbau agar tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang mengatasnamakan
Dukcapil. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media
sosial resmi dengan menegaskan prosedur aktivasi IKD serta pentingnya menggunakan
layanan resmi Dukcapil (BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), 2023).

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Meliza Megia Sari (2023)
yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor
utama yang mendorong meningkatnya kejahatan siber berbasis rekayasa sosial (social
engineering). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan
bahwa modus penipuan IKD tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan digital, tetapi
juga memiliki dimensi keagamaan dan moral yang dapat dianalisis melalui konsep Fiqih
Jinayah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya yang cenderung
menempatkan penipuan digital hanya sebagai permasalahan hukum positif dan keamanan
siber.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penipuan IKD dilakukan
melalui penyalahgunaan identitas instansi pemerintah, manipulasi psikologis, serta
penyalahgunaan teknologi digital untuk memperoleh data dan keuntungan secara melawan
hukum. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga
penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitas, dan meningkatnya risiko kejahatan siber.
Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan melalui peningkatan literasi digital masyarakat,
penguatan keamanan sistem administrasi kependudukan, sosialisasi prosedur resmi layanan
IKD, serta penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Analisis Fiqih Jinayah terhadap Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Modus Pembuatan
Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Figih Jinayah merupakan cabang hukum pidana Islam yang mengatur perbuatan yang
dilarang oleh syariat beserta sanksinya dengan tujuan menjaga kemaslahatan, melindungi
hak masyarakat, dan mewujudkan keadilan. Dalam hukum pidana Islam dikenal tiga bentuk
jarimah, yaitu jarimah hudud, jarimah qishas-diyat, dan jarimah ta'zir. Penipuan dalam
pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak termasuk dalam kategori hudud
maupun qishas-diyat karena tidak terdapat ketentuan sanksinya secara khusus dalam Al-
Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir, yaitu tindak
pidana yang bentuk dan sanksinya ditentukan oleh pemerintah atau hakim berdasarkan
kemaslahatan (Ibrahim Fikma Edrisy, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku melakukan penipuan dengan mengatasnamakan
petugas Dukcapil untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Modus yang digunakan
antara lain menyebarkan informasi palsu, meminta data pribadi seperti Nomor Induk
Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), kode OTP, serta mengarahkan korban
mengakses tautan atau aplikasi palsu yang menyerupai layanan resmi Dukcapil. Perbuatan
tersebut dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan memperoleh keuntungan yang
melawan hukum sehingga memenuhi unsur kesengajaan (jarimah magshudah) dalam Fiqih
Jinayah (Vitadiar, Tanhella Zein, 2021).

Dalam perspektif Figih Jinayah, modus tersebut dapat dianalisis melalui beberapa
konsep yang memiliki karakteristik berbeda. Tadlis berkaitan dengan tindakan
menyembunyikan atau menutupi keadaan yang sebenarnya sehingga pihak lain memperoleh
gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam konteks penipuan IKD, pelaku
melakukan tadlis dengan menyamarkan identitas dan kedudukannya sebagai petugas
Dukcapil untuk membangun kepercayaan korban. Sementara itu, kadzib merujuk pada
perbuatan menyampaikan kebohongan atau informasi yang tidak benar, yang terlihat dari
pemberian informasi palsu mengenai prosedur aktivasi IKD. Adapun al-ghisy berkaitan
dengan tindakan mencampurkan atau menyajikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya dengan tujuan menyesatkan pihak lain, yang dalam modus ini tercermin dari
penggunaan akun, tautan, atau aplikasi palsu yang dibuat menyerupai layanan resmi
Dukcapil.

Berbeda dengan ketiga konsep tersebut, gharar tidak semata-mata berarti tipu daya,
tetapi lebih berkaitan dengan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat
menimbulkan kerugian dalam suatu transaksi atau hubungan muamalah. Oleh karena itu,
konsep gharar tidak menjadi unsur utama dalam modus penipuan IKD, terutama apabila
perbuatan pelaku tidak melibatkan transaksi yang mengandung ketidakpastian sebagai
karakter utamanya. Adapun dharar berkaitan dengan timbulnya kerugian atau kemudaratan
terhadap pihak lain. Dalam konteks penipuan IKD, dharar dapat terlihat dari kerugian yang
dialami korban, baik berupa kerugian finansial, penyalahgunaan data pribadi, maupun
terganggunya rasa aman korban. Dengan demikian, kelima konsep tersebut tidak dapat
diperlakukan sebagai sinonim, melainkan memiliki fungsi yang berbeda dalam menjelaskan
karakter perbuatan pelaku. Perbuatan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip
kejujuran (ash-shidq) dan amanah yang menjadi dasar dalam setiap hubungan muamalah
(Wahyuni, Fitri, 2018). Larangan melakukan penipuan telah ditegaskan dalam QS. An-Nisa
ayat 29, ) )

’ Ay 8 a0 &) a3 ¥ 280 (35 0 53085 (385 1 ) iy i 0 a1 38605 ¥ 15 G gl
L)

1096

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Coi irii ht© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220225032074834
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220614140846953
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1685859766056719%26amp;usg%3DAOvVaw0cWxJkuCzGB42qLW4oWC4H&sa=D&source=docs&ust=1685859766107415&usg=AOvVaw2431Bir9l7t2tzk7L-tokB

Journal Evidence of Law

Vol 5 No 2 2026, 1090-1100

E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350

Publisher: CV. Era Digital Nusantara

Website: https:/ /jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku
atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sunggquh, Allah Maha Penyayang kepadamu

Penjelasan pada ayat tersebut melarang setiap orang mengambil harta orang lain
dengan cara yang batil. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa setiap bentuk penipuan,
termasuk penyalahgunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), merupakan perbuatan
yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur kebatilan, merugikan orang lain, dan
bertentangan dengan nilai keadilan serta kejujuran.

Ditinjau dari unsur jarimah, penipuan IKD memenuhi karakteristik jarimah ta'zir
karena dilakukan dengan sengaja, menggunakan identitas palsu, menyebarkan informasi
yang menyesatkan, serta mengakibatkan kerugian bagi korban. Dampak yang ditimbulkan
tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga penyalahgunaan data pribadi, pencurian
identitas, serta menurunnya rasa aman masyarakat dalam menggunakan layanan
administrasi kependudukan berbasis digital. Apabila dianalisis berdasarkan tujuan syariat
(magqashid al-syariah), tindakan pelaku bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap
harta (hifz al-mal) karena menyebabkan kerugian ekonomi korban. Sementara itu,
penyalahgunaan data pribadi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan
hak individu (hifz al-'ird), karena data identitas merupakan bagian dari informasi yang
berkaitan dengan identitas dan kehidupan pribadi seseorang. Penyalahgunaan data tersebut
dapat menimbulkan pencemaran nama baik, penyalahgunaan identitas, atau tindakan lain
yang merugikan martabat korban. Oleh karena itu, pelindungan identitas dan data pribadi
dalam konteks digital dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan
hak individu dalam perspektif magashid al-syari'ah (Seva Maya Sari, 2022).

Adapun keterkaitan dengan hifz al-nafs perlu dipahami secara tidak langsung.
Penyalahgunaan data pribadi dalam modus penipuan IKD pada dasarnya tidak secara
langsung menyerang jiwa korban, tetapi dapat menimbulkan rasa takut, ancaman, dan
gangguan terhadap keamanan korban apabila data tersebut digunakan untuk melakukan
tindak pidana lanjutan. Dengan demikian, hifz al-nafs lebih tepat ditempatkan sebagai
dampak lanjutan dari penyalahgunaan data pribadi, bukan sebagai dasar utama dalam
mengategorikan perbuatan tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa perkembangan
teknologi digital menghadirkan kebutuhan untuk memperluas pemaknaan perlindungan
dalam magqashid al-syari'ah, khususnya terhadap identitas dan data pribadi masyarakat.

Dengan demikian, penipuan IKD bukan hanya melanggar hak perseorangan, tetapi
juga mengancam kemaslahatan umum karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan publik. Karena termasuk jarimah ta'zir, bentuk pertanggungjawaban
pidana pelaku sepenuhnya berada dalam kewenangan ulil amri atau hakim. Penjatuhan
sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, akibat yang
ditimbulkan, serta kepentingan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan sanksi
tersebut dapat diselaraskan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana
penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan kejahatan siber (Zainudin, 2018).

Sanksi ta'zir bertujuan tidak hanya memberikan pembalasan (al-jaza'), tetapi juga
mencegah terulangnya tindak pidana (al-zajr), memperbaiki perilaku pelaku (al-ishlah), serta
memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, bentuk sanksi dapat berupa
pidana penjara, denda (gharamah), penyitaan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana, atau bentuk hukuman lain yang dipandang mampu memberikan efek jera sesuai
dengan tingkat kesalahan pelaku (Mardani, 2019).
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Sintesis antara temuan empiris dan teori Figih Jinayah menunjukkan bahwa esensi
tindak penipuan tetap sama, yaitu adanya unsur kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan,
dan pengambilan hak orang lain secara melawan hukum, meskipun sarana dan metode yang
digunakan telah berubah menjadi berbasis digital. Oleh karena itu, penerapan sanksi ta'zir
terhadap pelaku penipuan IKD memiliki tujuan untuk memberikan efek jera (zawajir),
memperbaiki perilaku pelaku (jawabir), melindungi masyarakat dari kejahatan siber, serta
mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima tujuan pokok syariat (magashid al-syari'ah),
khususnya perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan perlindungan kehormatan serta hak
individu (hifz al-‘ird).

Berdasarkan analisis penulis, perkembangan teknologi digital telah melahirkan
bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak dikenal pada masa klasik, termasuk penipuan
pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dukcapil.
Meskipun dilakukan melalui media digital dengan modus operandi yang terus berkembang,
hakikat perbuatan tersebut tetap merupakan tindakan penipuan yang dilarang dalam Figih
Jinayah. Oleh karena itu, penerapan jarimah ta'zir terhadap pelaku merupakan wujud
implementasi siyasah syar'iyyah, yaitu kebijakan hukum yang ditetapkan pemerintah untuk
melindungi masyarakat dari kejahatan modern dan menjaga kemaslahatan umum. Dalam hal
ini, pelindungan terhadap identitas dan data pribadi masyarakat menjadi bagian penting dari
upaya menjaga kemaslahatan di tengah perkembangan teknologi digital. Dalam konteks ini,
penetapan sanksi yang proporsional menjadi penting agar hukum Islam tetap adaptif
terhadap perkembangan zaman serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan berbasis
digital di Indonesia perlu dilakukan melalui integrasi antara hukum positif dan hukum
pidana Islam.

Dengan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penipuan
dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dukcapil
memenuhi unsur tindak pidana menurut perspektif Figih Jinayah dan termasuk dalam
kategori jarimah ta'zir. Pelaku bertanggung jawab secara pidana karena dengan sengaja
melakukan penipuan melalui penyalahgunaan identitas instansi pemerintah, penyebaran
informasi palsu, dan pengambilan data pribadi masyarakat untuk memperoleh keuntungan
secara melawan hukum. Penjatuhan sanksi ta'zir oleh hakim tidak hanya bertujuan
memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjaga kemaslahatan, melindungi hak
masyarakat, termasuk identitas dan data pribadi, serta mempertahankan kepercayaan publik
terhadap pelayanan administrasi kependudukan di era digital.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus penipuan dalam pembuatan Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palembang dilakukan dengan mengatasnamakan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), memanfaatkan media sosial dan sarana
komunikasi digital, serta menggunakan teknik manipulasi untuk memperoleh kepercayaan
korban. Pelaku kemudian meminta data pribadi atau mengarahkan korban untuk mengakses
tautan maupun aplikasi yang menyerupai layanan resmi Dukcapil. Modus tersebut
memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah dan rendahnya literasi
digital sehingga dapat menimbulkan kerugian serta penyalahgunaan data pribadi. Dalam
perspektif Figih Jinayah, perbuatan tersebut mengandung unsur kebohongan, penipuan, dan
tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Unsur tersebut dapat dikaitkan
dengan konsep tadlis sebagai bentuk penipuan atau penyamaran keadaan yang sebenarnya
serta dharar berupa timbulnya kerugian akibat perbuatan pelaku.
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Berdasarkan karakteristiknya, penipuan dalam pembuatan IKD tidak termasuk
jarimah hudud maupun jarimah qishas-diyat, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai jarimah
ta'zir. Penentuan jenis dan sanksinya diserahkan kepada ulil amri atau hakim dengan
mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan kemaslahatan
masyarakat. Dengan demikian, meskipun modus penipuan IKD merupakan bentuk kejahatan
yang berkembang dalam lingkungan digital, substansi perbuatannya tetap dapat dianalisis
berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih Jinayah. Sebagai upaya pencegahan, diperlukan
peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan pengawasan terhadap penyalahgunaan
identitas instansi pemerintah, serta peningkatan koordinasi antara Dukcapil dan aparat
penegak hukum dalam menanggulangi penipuan berbasis digital.
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